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KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR: 006.A/HK.01.01/K/2/2023 

 

TENTANG 

DAFTAR WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA 

NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-

NUSA TENGGARA BARAT TAHUN PERIODIK PELAPORAN 2022 

 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan umum 

yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat 

dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang professional 

serta mempunyai integrita, kapabilitas, dan akuntabilitas yang 

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; 

  b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara 

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme 

diperlukan komitmen di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melapokan 

harta kekayaannya; dan 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pemilihan Umum tentang Daftar Wajib Lapor 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara  (LHKPN) di 

Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Nusa 

Tenggara Barat Tahun Periodik Pelaporan 2022. 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme; 

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150); 
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  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-

Undang; 

  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 

  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

  6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum; 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil; 

  8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, 

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); 

  9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan 

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan 

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 572); 

  10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, 

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, 

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 411); dan 

  11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum. 

    



 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM                                   

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG DAFTAR WAJIB 

LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA 

NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN BADAN PENGAWAS 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA 

BARAT TAHUN PERIODIK PELAPORAN 2022. 

KESATU : Wajib Lapor LHKPN adalah penyelenggara negara yang ditetapkan 

oleh Ketua Bawaslu untuk menyampaikan dan mengumumkan harta 

kekayaannya. 

KEDUA : Penyelenggara Negara wajib melaporkan LHKPN paling lambat 

tanggal 31 Maret 2023 yang dilaksanakan secara elektronik melalui 

laman resmi KPK dan dinyatakan selesai apabila Penyelenggara 

Negara sudah mendapatkan tanda terima LHKPN yang diterbitkan 

oleh KPK. 

KETIGA : Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau 

menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) 

hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang menyatakan 

penyampaian LHKPN belum lengkap. 

KEEMPAT : Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai 

dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

                                                                            

Ditetapkan di Mataram 

pada tanggal 02 Februari 2023 

KETUA, 

 

 

 

                                                                                 ITRATIP, ST., MT 

 



LAMPIRAN  : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR : 006.A/HK.01.01/K/3/2023 

TANGGAL : 02 FEBRUARI 2023 

 

DAFTAR NAMA WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA BARAT TAHUN PELAPORAN PERIODIK 2022 

 

NO NIK NAMA JABATAN UNIT KERJA SUB UNIT KERJA 

1 2 3 4 5 6 

1 5208040307800003 ITRATIP, ST., MT KETUA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU PROVINSI NUSA 

TENGGARA BARAT 

2 5201082808780001 SUHARDI, S.IP., MH ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU PROVINSI NUSA 

TENGGARA BARAT 

3 5201086404720001 DR YUYUN NURUL 

AZMI, SPt., MP 

ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU PROVINSI  NUSA 

TENGGARA BARAT 

4 5319060304800003 HASAN BASRI, S.PD.I ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU PROVINSI NUSA 

TENGGARA BARAT 

5 5271062010650001 LALU AHMAD YANI, 

SKM. M. Kes 

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU PROVINSI NUSA 

TENGGARA BARAT 

6 5271010208760003 LALU RIZIZVAN ARISTA, 

AP 

KEPALA BAGIAN 

ADMINISTRASI 

BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU PROVINSI NUSA 

TENGGARA BARAT 



 

7 5271051506770002 AHMAD DARMAWAN, 

S.STP., MH 

KEPALA BAGIAN 

PENANGANAN 

PELANGGARAN, 

PENYELESAIAN 

SENGKETA PROSES, 

DAN HUKUM 

BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU PROVINSI NUSA 

TENGGARA BARAT 

8 5271016310770002 IDA AYU WAYAN MANIK 

KURNIAWATI, S.STP, 

MH 

KEPALA BAGIAN 

PENGAWASAN PEMILU 

DAN HUMAS 

BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU PROVINSI NUSA 

TENGGARA BARAT 

9 5171045007880002 AGNES JULIET 

BOKINGS, S.Si 

PEJABAT PEMBUAT 

KOMITMEN 

BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU PROVINSI NUSA 

TENGGARA BARAT 

10 5271026603850004 DEVITA LINDASARI, 

A.MD 

BENDAHARA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU PROVINSI  NUSA 

TENGGARA BARAT 

11 5206102203810001 ABDULLAH, SH KETUA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

BIMA 

12 5206114705871003 DAMRAH, M.Pd ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

BIMA 

13 5206033009750002 JUNAIDIN, S.Pd ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

BIMA 

14 5206714088400002 TAUFIQURRAHMAN, 

S.Pd 

ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

BIMA 

15 5206100507790000 ABDURRAHMAN, SH ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

BIMA 

16 5272045105800001 MARIAM, S.Sos PEJABAT PEMBUAT 

KOMITMEN 

BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

BIMA 



17 5272016507770001 ROSDIANA BENDAHARA 

PENGELUARAN 

PEMBANTU 

BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

BIMA 

18 5205012901680002 Drs IRWAN KETUA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

DOMPU 

19 5205054703750001 SWASTARI HAZ, SH ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

DOMPU 

20 5205051006800004 WAHYUDIN, S.PD ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

DOMPU 

21 5205054603820001 MAHISA MAREATI, 

S.PSI 

BENDAHARA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

DOMPU 

22 5272011502830003 AGUS AWALUDDIN, S.SI PEJABAT PEMBUAT 

KOMITMEN 

BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KOTA BIMA 

23 5205054603820001 ENDANG DEWI NURNI, 

S.E 

BENDAHARA 

PENGELUARAN 

PEMBANTU 

BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

DOMPU 

24 5201082212850002 ABRAR, M.PD KETUA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK BARAT 

25 5201011006830005 BASRIADI, M.HI ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK BARAT 

26 5201011004810002 LALU ARJUNA SURYA 

NURSIWAN, SH 

ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK BARAT 

27 5201080505840002 MA'RIFATULLAH, S.PD ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK BARAT 



 

28 5201142510810002 LALU RUDI ISKANDAR, 

S.SOS 

ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK BARAT 

29 5271042512780003 NASRUDDIN, S.IP., MH KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

SUMBAWA 

30 5271066505810001 AIYSA MIRADIANY, S.E PEJABAT PEMBUAT 

KOMITMEN 

BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK BARAT 

31 3505034205960002 R. IPIK VERADIBA 

CARINE FITRIA, S.IP 

BENDAHARA 

PENGELUARAN 

PEMBANTU 

BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK BARAT 

32 3275030305940019 RENDY TRI 

RACHMAWAN, SH 

BENDAHARA 

PENGELUARAN 

PEMBANTU 

BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

SUMBAWA BARAT 

33 5202113112820002 ABDUL HANNAN, SH KETUA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK TENGAH 

34 5202014510750001 BAIQ HUSNAWATY, 

S.PD.I., M.PD 

ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK TENGAH 

35 5202043112860307 SHI HARUN AZWARI, 

MH 

ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK TENGAH 

36 5202031204810008 LALU FAUZAN HADI, SP ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK TENGAH 

37 5202033112830024 USMAN FAESAL, S.PD.I, 

M.Pd 

ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK TENGAH 

38 5201090610850004 LALU NURUSANDI, 

S.STP 

PEJABAT PEMBUAT 

KOMITMEN 

BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK TENGAH 



39 5203072311830003 RETNO SIRNOPATI, 

M.HUM 

KETUA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK TIMUR 

40 5203203112860116 AMIR MAHMUD, SH ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK TIMUR 

41 5203183012690003 HALIDY, S.Pt ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK TIMUR 

42 5203193112780085 SAHNAM, SH ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK TIMUR 

43 5203093112740180 SUAIDI MAHSUN, S.Ag ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK TIMUR 

44 5271023112680082 LALU MAHRUDIN, 

S.SOS., M.M 

PEJABAT PEMBUAT 

KOMITMEN 

BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK TIMUR 

45 5203176611770003 DEWI HUSNA FARHIANI BENDAHARA 

PENGELUARAN 

PEMBANTU 

BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK TIMUR 

46 5208011909790002 ADI PURMANTO, SE KETUA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK UTARA 

47 5208040107850031 DENI HARTAWAN, SH ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK UTARA 

48 5208041410830001 MUHIDIN, S.PD ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK UTARA 

49 5271021602830000 LALU FIRMAN 

ARDIANSYAH, S.IP 

BENDAHARA 

PENGELUARAN 

PEMBANTU 

BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK UTARA 



 

50 3308092211930001 ERWIN RIZKA 

BIANTORO, SH 

BENDAHARA 

PENGELUARAN 

PEMBANTU 

BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

LOMBOK TENGAH 

51 5204061004810001 SYAMSI HIDAYAT, S.IP KETUA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

SUMBAWA 

52 5204120309840001 AGUSTI, S.PD.I ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

SUMBAWA 

53 5204120405880003 HAMDAN, S.SOS.I ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

SUMBAWA 

54 5204082306790003 LUKMAN HAKIM, SP., 

M.SI 

ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

SUMBAWA 

55 5204251806840001 RUSLAN, S.PD ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

SUMBAWA 

56 5204080708750003 EDY RAMLI, S.AP PEJABAT PEMBUAT 

KOMITMEN 

BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

SUMBAWA 

57 5204121412760001 SYAIFULLAH, S. AP BENDAHARA 

PENGELUARAN 

PEMBANTU 

BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

SUMBAWA 

58 5204011003950000 I PUTU WINDRAWAN, 

SE 

BENDAHARA 

PENGELUARAN 

PEMBANTU 

BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

SUMBAWA 

59 5207020707740003 KARYADI, SE KETUA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

SUMBAWA BARAT 

60 5207023112800107 GUFRAN, S.PD.I ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

SUMBAWA BARAT 



61 5207050506760002 KHAERUDDIN, ST ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

SUMBAWA BARAT 

62 5271022706770001 LALU SATRIA WIJAYA PEJABAT PEMBUAT 

KOMITMEN 

BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KABUPATEN 

SUMBAWA BARAT 

63 5272052012810001 MUHAEMIN, S.PD.I KETUA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KOTA BIMA 

64 5272010204730003 ASRUL SANI, S.E ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KOTA BIMA 

65 5272022906860004 IDHAR, S.SOS ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KOTA BIMA 

66 5272021006800004 SUBHAN, ST PEJABAT PEMBUAT 

KOMITMEN 

BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KOTA BIMA 

67 5206021204680002 MUHAMMAD TAUFIK BENDAHARA 

PENGELUARAN 

PEMBANTU 

BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KOTA BIMA 

68 5271026611650001 DEWI ASMAWARDHANI, 

SH., MH 

ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KOTA MATARAM 

69 5204082402880003 MUHAMMAD YUSRIL, 

M.AB 

KETUA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KOTA MATARAM 

70 5271011606550003 DRS. RUSLAN ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KOTA MATARAM 

71 5271011210680007 LALU RIDWAN, S.SOS., 

ME., MM 

PEJABAT PEMBUAT 

KOMITMEN 

BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU KOTA MATARAM 



 

72 5271050404810005 SYAIFUDDIN ANGGOTA BAWASLU PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

BAWASLU PROVINSI NUSA 

TENGGARA BARAT 

 

 

Ditetapkan di Mataram 

pada tanggal 02 Februari 2023 

KETUA, 

 

 

 

ITRATIP, ST., MT 

 

 


